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Abstrak Wacaru politiN tcrutamt nenyanghi
hubungan negara dan agamt xrtl fo? at id?al, ,flasih

diperdzbatkan oleh para pemikir muslim. Sudan,

misalnya, menjadi ekspeimetasi politik lslam. Hasan
al-Turub dan Mahmoed Mohtmmel Thaha nemiliki
memilil<i peran besar eksryinuntasi politik Islam di
Sudan. Makalah hendak mehdiskipsikar pcmikiran
plitik lslam lcedua tokoh tersebut dan peran politik
praktisnya di Sudan. Turabi mengitginkan
perubqlun dengan jalan konftontatif, meskipun pada
sut yang samt dia masuk sttuktw frflcrintohan
xbegai designer dan konxptor. Sefl.ntuo Mahmed
Mohamnud Thalu menjadi oposisi rcgara dan
nenolo* kelas xgola bentuk Islamisasi negma katena
hanya aktn menafkan hak-hak warga ncgaru yan&
plurolis tlaryan nmajuk lcenabian Mulummad tli
Md*nh.

Kata Kunci: Islam, Negara, Konstitusl oposisi

PENDAHULUAN

Diskursus relasi agama (Islam) dan negara dalam
khazanah pemikiran Islam melahirkan kontroversi yang
tak kunjung usai. Tema besar agama dan neg.ua menjadi
bagian dari tokus lslamic thotLght yang otkup
mengemuka, terlebih setelah berbagai eksperimen format
ideal lslamrc State dimanifestasikan di berbagai negara.
Beberapa negara Timur Tengah, Arab Saudi, Pakistaru
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S,udan, Mesir dan Afghanistan dapat disebut sebagai
contoh eksperimen gagasan ideal relasi agama dan
negara dalam konstruksi besar negara modern.

Begitu kuatnya tema relasi agama dan negara
dalam wacana publi( baik domestik maupun global,
telah melahirkan puluhan akademisi di berbagai negara,
khususnya yang berlatar trelakang Protektotariat,
Perancis atau negara-neg:rra Magribi.
memperbincangkan gagasan ideal relasi agama (Islam)
dan negara, juga aktifi*aktifis maupun akademisi
muslim, baik yang memiliki latar belakang pemikiran
Istram fundamentalis, modemis maupun post-modemis.

Sebagian dari mereka terdapat dua tokoh penting
asal Sudan, tetapi begitu populer dalam lingkaran Islamlc
Shuilies, yuht Mahmoed Muhammed Thaha dan Hassan
al-Turabi. Keduanya, tidak tranya dikenal sebagai
intelektual Islam yang berkutat dalam wilayah eoritik
konseptual tetapi juga dikenal sebagai aktifis-aktifis
muslim yang gigih mentransformasikan ide-ide besamya
dalam pergulatan politik praktis kebangsaan di Sudan.
Bahkan akibat dari id+ide yang dibawanya
menyebabkan salah satu di antaranya harus mengakhiri
hidupnya di tiang gantungan penguasa.

BIOGRAFI HASAN AL-TURABI DAN MAHMOED
MOIIAMMEDTHAHA

Hasan al-Turabi (Iurabi) lahir di Kassala, Sudan pada
tahun 1932 Masehi dari keluarga yang dikenal sangat
rehgious *.kahgas aristokrat tulen. Dua spesifikasi yang
rtinriliki oleh keluarga Turabi, tidak hanya memiliki
perLgaruh signifikan dalam pembentukan gaya hidup
Turabi, melainkan juga sangat berpengaruh dalam
pembentukan nalar politik kebangsaannya.

1
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Secara geneologi. keluarga Turabi diakui memiliki
kaitan erat dengan pusat agama yang sangat mapan di
selatan Khartoum, sebuah tempat pemakaman leluhur
yang terkenal, yaitu Hamad al-Nal an atat Wid al-Turab.t
Pemakaman yang dimaksud sekaligus dikenal sebagai
s€ntra pendidikan lokal dan tempat kunjungan
keagamaan. Latar belakang geneologi keluarga ini sangat
disadari betul oleh al-Turabi, sehingga tidak heran jika
dengan bangga dirinya menunjuk identitas keluarganya
sebagai kebanyakan keluarga suci yang banyak
ditemukan di Sudan. z

Peran-peran publik yang selama itu dimain-kan oleh
ayah Turabi memiliki pengaruh penting yang bersifat
formatif pada kepribadian dan model berfiki Turabi.
Sebagaimarn diketahui, ayah Turabi adalah seorang

tl-cluhw Hasco d-Trrr,bi. Vrd zl-Tureb lid.k heoya ditcod
scb.gai ul.m. Sud.n tcrkcul, tct pi B.kaligus se.i.!a d.n guru"
Ku.lifikzsi kcuLm.aD Vrd tl-Turrh dibuttilqn oLh tep.sit sny.
scbegai eerjene fiqh y.rg Ecng.i.d..a o.skah st !d.r 6qh M.liki d.a
didukrmg olch kcpemilk r gdrr kcs..i.nrtn yatg 6ah. ScLin itu fr?rr-
TuAb irga rlikcoel ecbagd to&oh y.og mcrgidctrtifik si diri scb.g.i
pclekr iibed rcfotmie - cbegeiuena dirptekea rcadiri olch el-Turebi - di
k l.ngan masyar.k t Sudzo, sckrligue dildaia acbag.i ocoratrg
pcnimpin yeog <tibcri pcturiok olch Tuba (d-M.hdi) p.da .b.d XVIII
M. Dalao koutch ini, eangat acoerik F lyat an +Turebi betrwe

'kctik itu, iik .nd2 Bcor.trg pcLeku rcforaesi u& tidat depet
mclekukea tuatut.a tcrh.d.p pa[rcrirotab L.cuali iiL. aada ucailiki
lcgitimesi yang ku.t dan s.tu-6.nt[ya tcgitiE.6i yalg r[& aint. unruk
Ecacnt rg kckuasaao daa pcmcrinuhaa p.da .b.d XVIII M edalah
mcniadi ecoreng Mahdi." Daa 'Wed al-Tu.ib mung*ia mcrupakzn
Mahdi pcnema di Su&a deo ecbagien eari.tr. ocnycPak tiny.." Johtr L
Espocito d..D Jobn O. Yo[ Tokoh-Tokob Kunci Gcrekan Islznt
I<ontemlrorc. fiak tta' Raie Gtafiado Pc-'rrad., Z!l.i.zr, 139'14o.

2Diekuci lcagkap d.P.: diiriuk pa& Muhemred al'Nur Ibo
Daf Atrah, Kt b al-Z.brq.t O tuutnt d-lwlirr .'-Selifitt we ,l'Ulen a
s,2 el-Shu'er, O at-Sudaa (trGertouo: Xhrtoum Univecity Prees, 1971);

bandiagkea dcngan P.M. Holt, 'Holy F.Bili.6 .nd I6l,.E in thc Su&D,"
dalam Srudjes in thc Ifistory of thc Near Eest (I-ondoa: Freok Cess,

1973).
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rMcagcaai kctcrlibat r ayahrya rletam p'crdidil.-n ao|r forr[.l
dapat digarobtkaa bahwe pada saat di kelas carru, Tuebi hrus
mcnghapd di bawah bimbingen eyehoye, Alfryah Ibn Mllil &rr ockati
dia mctrgh.falny. kcmudian dia laaiutba dcngea lzmiyt. d-t?el iuga
ka::aigan Ibau Mdils Iai ocrupaken buku-buku pcariag uatuk
mempel.i.ri tat. b.lese tredisiord &a pcar.g ddao k Foinpiaea
6ebelumq/. scb.gai dasar ultu.k nempru mcaafsirtuo beh:re elQuiea.
Turabi ocagalami kaDaiurn D.i2!ui D.t FLiar'atr ilDu-Jou Ielam
tradisionel di b.*'.h biDrbirg.a ayehryr. Mcakipun pcodidik a ioi rid.k
6eli6tco.tis pcadidik2n di Univcr:irer d-Azher di Keiro, Turebi
merdap.t*aD su.tu pclarihaa &sar pcleieran Isl3m tradisior.l. Lihat
Esposito d.L Vo[, Tokoh-Tokoh Kunci,l4l.

intelektual dan birokrat. Setelah menyelesaikan studinya
di Mn'hail al-llmi Omburman. (Omburman Religious Studies

lnstitute), ia mulai menapaki karir sebagai Pegawai di
pengadilan agama yang menggunakan sistem Islam dan
selaniutnya sebagai hakim di pengadilan Shari'ah di
bawah kolonial Inggris. Ia juga dikenal sebagai birokrat
yang sangat sulit berkompromi dengan Pemerintah
Inggris, sekaligus sangat kuat dalam melindungi
keputusan hukumnya dari intervensi pegawai Inggris.

Sebagai tokoh yang sangat kuat basis
keagamaannnya, ayah Turabi memiliki perhatian khusus
terhadap proses pendidikan Turabi. Jenjang pendidikan
non formal Turabi di bawah pengawasan khusus
ay'alurya,s sedangkan pendidikan ?ormalnya ditempuh
melalui tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Setelah
menyelesaikan studinya di Universitas Khartoum Sudan,
Turabi melajutkan studinya di London dan memperoleh
gelar Master pada tahun 1957. Selaniutnya pada tahun
79on'" ia berhasil mendapad<an gelar doktor dari
udversitas Sorbone, Paris (Perancis). Pada tahun 1964
pula, Turabi kembali ke Sudan untuk memulai
kehidupannya sebagai tokoh muslim yang cukup
disegani.
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Di sisi lain, Mahmoed Mohammed Thaha memiliki
latar biografi yang relatif berbeda dengan Hasan aI-
Turabi, baik latar belakang keluarga nmupun
pendidikannya. Namun, tidak banyak dokumen-
dokumen yang secara lebih rinci rr'enielaskan tentang
latar belakang keluarga maupun jenjang pendidikan
Mahmoed Thaha-

Abdullah al-Na'im yang diakui sebagai generasi
penerus Thaha yang paling loyal hanya mendeskripsikan
bahwa Mahmoed Thaha dilahfukan pada tahun 1910 atau
1911 di Rufah, sebuah kota kecil di Sudan.r Masa muda
Mahmoed Thala tidak sebagus yang dialami oleh Turabi.
Pada tahun 1915, ia telah difinggal rrati oleh ibunya dan
selanjuhya pada tahun 1920, ayahnya men)rusul
meninggal dunia sehingga sejak kecil Mahmud telah
menjadi yatim piatu. Sedangkan jenjang pendidikan
terakhimya ditempuh di Universitas Khartoum yang
waktu itu masih bernama " thz Engineeing School of
Gordon Memoial College- dan lulus pada tahun 1936
sebagai insinyur.

Baik Hassan al-Turabi maupun Mahinoed
Muhamed Thaha dikenal secara luas sebagai akademisi
dan aktifu 1:olitik muslim yang sekaligus memiLiki dua
peran. Di satu sisi, keduanya dikenal sebagai akademisi
yang handal dalam merumuskan paradigma relasional
antara agama dan negara. Sedangkan di sisi lain,
keduanya juga diakui sebagai tokoh yang te{un
langsung dalam dunia politik praktis di Sudan saat ini.

Turabi, misalnya, memerankan kedua peran
sekaligus, terutama pasca tahun 1970-an. Dengan

.Abdu[.h AhDGd Ame'imdTreaclatoia Inrroductioa,' ddem
Mzhmoud Mobam.aed T|nha, Tbc Scand Massagc ollslam (l.lc* Yotlc
Syr.cusc University Press, 19yI), 2.

Muhibbin, Pem ikinn Politik...
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kapasitas kesarianaan formal akademik yang cukup
lengkap disetai jabatan pentinngnya di Fakultas Hukum
Universitas Khartoum sejak tahun 1970-an, ia mulai
rlikenal sebagai akademisi termuka. Sejak saat itu,
tulisan-tuliannya tentang pcmikiran yang
rnenyandingkan agama dan negara maupun pemikiran
politik kenegaran dan pemikiran gerakan politil Islam di
liudan mulai bermunculan dalam berbagai buku dan

lurnal ilmiah. Di antara karya-karya pentingnya adalah
"Gerakan Islam di $tdan (al-Harakah al-lslamiyah f al-
Sudan;,s Go"1"n Pembaharuan lslan (Tajdid al-Fikr al-
.Islami),o Menggugat Problematika Perundang-Undangan
(Adwa ali al-Musl*iW al-Dustuiyah), 7 Pembaharuan ugul
al-fiqh Islam (Tajilitl Ugal al-F: qh d-lslimil a 6a11 lainlain.

Adapun Mahmoed Thaha, meskipun ia tidak
memiliki karya-karya sebanyak Turabi, ia memiliki
karya-karya yang sangat monumental dan revolusioner
dalam diskursus relasi agama dan negara.r Karya yang

5lJzaezlt tl-Tvabi, a|- ankah al-Islzmiyah O zl-Sudan (Kzirot al-
Qeri' al Arabi, 191).

. .Heceer d-Turebi, Tajdld al-Filo al Isltml (fcddab : d-Dar al-
Shu'tdiyd, 1987).

THeeser d-Turabi, Adwz zlt al-Mushkilah al-Dttsttrlyah
(trh.rtou6: d-M.tb.'.h .l-Ilul.frDi.h, 1964.

rHaeeea d-Tuabi, T.idrd Asd al-Fiqh el-Islzml (Xh.rtoum:
Ma.ttrbah Drr d FiIa, 19t0)-

tScbcaarnya, MrhEoGd Mohaucd Theha iuge lrcniliki k ry.-
karyr leia yrog iusr .ignifikan Nruuo, karye-Ietye tcrrcbua tid.I( bcaitu
po,pd.r k rcn. tidet mcaiadi bulti-buld EroL Eeoi.tuhtr! hulgte.n
meti kepa&rye. Kdaogel! pcagueee haaye mcaiedil.ao bulai kerye
Thzh'., Thc *cad Massqc of klaai *bAgri k,rye otcatil yug byat
Eotut mctrcmp.tt a Th.h. s.b.gri .ktifia Fng t y.L dibuuh. X.r,"a
lain di lu.. a77tc Second Mesr.gc" di aotaalye; 'Butu Kccil Teaterg
*,.lrt <Risehh el$al.h,/,L Tre,tit ofPr.ta)i y.!g dipubliL.siLen k li
perrzoa pada buler Jaauari 196 den 'Al-Qrrdea, Mustef* Mehaud dea
Pc6.h.m.n tcaarng Arty (el-Qt fra w. Mr$rf. Melrrnad v, Fzbrn d-
Atoyffhc Modcta Aadcrst rrdirrg of tbc Qt,t'en)," y.ng dipublikasik a
kali pcrtam. p.d. bulaa Januari 1971.



Muhibbin, Pemikiran Politik.. 83

dimaksud adalah "Pesan Kedua (The Second Massage/ al-

Rimlah al-Thanlyah)."-ro

Selain itu, kedua tokoh Sudan di atas juga memiliki
pengaruh signifikan dalam peta politik nasional Sudan.
Keterlibatan keCuanya dalam percaturan politil< praktis
di Sudan menjadi bukti yang cukup kuat signifikansi
pemikian-pemikiran politik Islamnya di Sudan.

Turabi, misalnya sekembalinya dari Universitas
Sorbone dengan gelar Doktor, langsung mendapat
tempat yang sebelumnya telah dijanjikan sebagai orang
penting di Fakultas Hukum Universitas Ktrartoum.
Perjalanan politik al-Turabi menjadi semakin populer
ketika masa awal menapaki karir di Universitas tersebut.

Seperti diketahui, sekembalinya pada tahun 1954
dari Paris, Turabi menemui satu perkembangan politik
yang tidak menentu. Rezim militer Sudan (Ibrahim
Abboud) -yang berhasil menguasai Sudan melalui kudeta
militer pada tahun 1958 dari Pemerintahan partai-partai
politik yang didukung oleh organisasi-organisasi massa
muslim yang lebih tua- mengalami problem negara
serius. Di bawah rezim ini, Sudan mengalami problem
krisis ekonomi serius ditambah instabilitas negara akibat
perang sipil yang teiadi di Sudan Selatan.rt Akhimya

t M.hmocd Mobem eilT\,'bz, lhc Massagc ofls,tarn (Ncw yorlc
ryrecusc Univcrsity Prcss, 1997).

ItPcreag Sipil di Sudeo Sclateo mcmpaken koaoik y.rg sudah
muLi DctrgcEut 6ci.& tabuo 1195&aa" Koollik lcbih 6cbag.i
oanifcstzsi pambcrodi.k1tr ooo muolim aclataa mclawen doaiaari
wilal'ah acrcla di SotLn yaag beru mcrdcka olch muslio Al".b dari
rrt.r.- PcDcriatah.r .ezin Diliter F t.ma (195&1964) dip.n&rg tid.k
bcnhacil mcrcdam Lctid&rcrcryeaa seLt.a darr meacmpuh solusi
militer Kosllik sipil sclatan b.ru &pat di.cd.a otcb rczim ailitcr II
(N"-"yri), ketik .czim tcrscbut bcrb.sil Dencapai kescpekatetr Addi3
Abebe pe& t.hun 1972 yang mcmbcriLea otoooai khusur dacr.h
acletaa. Namun, lagi-Lgi konflik meojadi mengcmuka kcmbali akibat
iakonsist€nsi Nue.].ri pad. tahua 1980-an. Kctika, ' Numayri yaag
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beberapa kekuatan politik seperti partai-partai politik
yang lebih tua (Partai Komunis dan Muslim Brotherhood)
rrrenjadi penentang utama rezim miliEr tersebut.

Dari momentum ini, Iurabi mulai memiJiki nama
orkup terkenal lewat aksi pertamanva sebagai bagian
p,:nting dari tokoh yang menentang penguasa. Pada
rnrusim panas tahun 1954, Turabi melakukan serang.rn
terbuka terhadap penguasa militer ddam perdebatan
m.asalah kebijakan yang dipublikasikan secara luas
melalui Universitas Khartoum. Sejak itu, Turabi bersama
krlompok Mttslim Brothnhood Sndarlpada posisi terkenal.
Apalagr seElah terlibat secara aktif dalam serangkaian
demontrasi menentang rezim militer yang berkhir
dengan jatuhnya penguasa tersebut pada bulan Oktober
7964.D

Pada tahap selanjukrya, perjalanan politik Turabi
menjadi semakin populer ketika ia berhasil melakukan
kolaborasi dengan tokoh-tokoh politik Sudan
berpengaruh, seperti Sayyid $adiq al-Mahdi dan Sayyid
Muhammad Uthman al-Mirgham. Karir politik Hassan
Turabi terus meningkat sampai pemerintahan Sudan

scrvcaaag-wrneag dd.D politik wiley.h scl,etan tcleh mcl,eagget ototomi
yang rcleh dircpakzti.o Akhiruy. monorll.h gffalor€€t.kan Politik y.ng
kcmbali mcoic-u konllit eipil dr d.cr.t oclrtan Miednya Gcra.tan
Pcmbcb.3.tr R.kyrt Sudea (Srdea Pcoy'e\ Iibntion tlovcatca) y,6g
dipimpio olch Joha Gaaag, Mcskipua SPLA bukea gcrekao acpatatis -
mcl,eialeo baaye rcbegei inrtruaao Fiuangan bcrscoiata rcvoiurioocr

i.trgke parjang. Y.in+ '$rda. y.!g barratu di ba*'a eietcm aocidir yeng
mclehirtaa dcooknsi &a HAM uatuk ecmue bengre &a ncniamitr
kcbcbasea unluk samu. .g.Ea, kcltcrc.y..n &r Fn.mPiLt!-'
Pcrjuengan ia"Ck p"oi."C t.rur bcrl.liut eampai pe& cra Sadiq eI-
Mahdi. Nenun, fibet LritiL SPt A yeng Ecoganggap pcm.rintah
rctegai Diktator Scktariaa, ekibamye pcacrintah mcagembil tiadakar
bcr8eni.t. d.n mcLhid(.n p...trg sipil kcmbdi-

r2Esposito d.nYol, Tokoh-Tokoh, 145.
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IJ lbi4 1E0.

dipegang oleh Presiden Bashir, di mana Turabi terlibat
aktif dalam memformat Sudan.

Hasan Turabi juga pemah menjadi orang paling
penting dalam Komite Konstitun (Commite for the

Constitution), sebuah komisi khusus yang memiliki
kewenangan untuk menguji undang-undang agar sesuai
dengan shan'ah Islam. l,ebih dari iau Turabi bersama
dengan tokoh-tokoh Sudan terkenal seperti Muhammad
Ibrahrm Khalrl dai Umnah Party dan llasan Umar dari
NUP ditunjuk secara khusus oleh Supreme Council of State
(Dewan Agung Negara) untuk memhri sar,rn-sar.rn
yang berkaitan dengan munculnya krisis konstitusi dan
politik pada sekitar pasca 1965. Dan bahkaru Turabi
pemah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung Sudan
era rezim Numayri.

Karir al-Turabi dalam pentas politik nasional di
Sudan mengalami proses peminggiran dan bahkan dapat
dikatakan terbuang total sejak tahun 199G1997, pasca
munculnya perjanjian baru mengenai konflik sipil di
Sudan. Perjanjian yang dikeluarkan oleh Presiden Bashir
berisilan kebebasan di mana tercipta model masyarakat
Islam dengan populasi non muslim yang bebas keluar
dari masyarakat tersebuL Dalam soal ini, Turabi
bersikukuh terhadap proyek besar untuk meneruskan
eksperimentasi Islarnnya. Padahal, Presiden Bashir sudah
dengan jelas mendukung perjanjian dengan mengatakary
"Pemerintahannya akan terus berusaha mempertahankan
kesatuan muslim Utara dan Kristen serta penganut
kepercayaan di Selatan, betapi perpisahan adalah lebih
baik dari pada peperangan."r3 Akibatrya pada tahun
1999 Presiden Bashir mencopoti seluruh jabatan-jabatan
publik yang disandang Turabi. Karir politik Turabi
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berakhir ketika kemudian pada tanggal 21 Februari 2001,
ia dilebloskan ke dalam penjara atas tuduhan telah
melakukan pengkianatan kepada negara Sudan oleh
Presiden Umar Bashir. Penahanan Turabi didasari oleh
pernyataan kerasnya terhadap Barat (Amerika) pasca
terjadinya peledakan kapal U&S Liberty oleh kelompok
.[slam radikal di dermaga pelabuhan Yaman pada tahun
'1998, di mana Turabi melakukan pembelaan kelompok
tersebut. t't

Di sisi lafuu Mahmoed Thaha mulai menempatkan
rliri sebagai aktivis muslim di Sudan sejak tahun 1930-an.
lPada saat itu, Thaha dikenal sebagi elit berpendidikan
(educated elitQ yang sangat kritis terhadap para pemimpin
keagamaan tradisional sektarian (the sectarinn trailitionaL
religious leaders) yang melakukan kompromi berlebihan
lerhadap penguasa kolonial secara total, maupun partai-
partai politik yang mela-kukan patronase dengan kekuatan
penjajah. Thaha juga dikenal gigih memperjuangkan
kemerdekaan total negeri Sudan (f-rll independence) dan

r'20 Aguslu. 1998, kctika rudal-rudd Amerika menghaiar Sudan
dar Afgh.nisr.n y.ag didrggap oclirdungi Oc6am. bin bdcn .t..g
tudub.n dclcd'kr.,n k p.l USS Liberty di dc.m.g. Pclabuhar Ye$ea.
ilurabi berrcria& l.nr.[g pad. sebuah korar Arncrika 'Ctietiaa Scicnce
Modtor.' 'Usah. A:ncrile utuk mclcryapkzn Oca.m. bin Irdco
ddg.n (mcluacu.k n) rudd-rudd .ken mcngh.silk n cfck yaog
scbalihya lustru atan oclahirtaa 10 ribu bio Irdcn Baru.' Pcrrrratarn-
[ErDyet ra Turebi yeag mcmeneskan au.a.D. tcnra ocluocur. Sikep
ccpcrti ini iurtru bc.I.vatr.l arah dcagaa usaha-u9.ha paficrintah.n
Ilashir y.og mcngguaekao Fn&k t s tcbih !uo.k di duoia
iotcrn.sion.L Dcag:a herapaa irvast ai..ing lcbih mud.b toeeul. kc
D€g.t. tcrhs.r di bcaue Afrika itu. Sud.! bcrhaeil dipataa A.mcril(e
utttuk mcngusir Oelaaa bia Ladea, yeag hiirah kc Afghaaiatan. Aochrya
Prcsidco B.shir seadi.i iustru mcngcluarkan pc.lyat.ao yang tcrlcn.l
lcreo, kctike mcniajeu puing-puitrg b.ngnr.n itu, dcDdi aclri.q,.b s.nl€i
dtuni. intcrnasional kcpa& acgeranye .... Hasan al-Turabi yaog bclasen
trhun mcaiadi dcsigncr Slud,o dipedar. olcb karyanya ecadiri, tanpa
peagadil.n. Lihat : Vienu Pramudya, ' Dipcniara olch Rcvolusi Scndid,"
dalam Szbrr; No. 01. Tb. X 5 Juli 200t 60-61.

86
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menegaklon Republik Sudan (l/re establisment of a Sudance

republic).15

Eksistensi Thaha sebagai aktivis politik semakin
mengemuka pada bulan oktober 1945 ketika dia bersama
beberapa intelektual mendirikan Partai Republik untuk
melegasi i<ritisisme rrrereka. Pasca pembenfukan partai
politik, Thaha semakin kentara menunj ukkan diri sebagai
politisi kritis. Melalui kebijakan partai, Thaha secara
langsung dan terbuka Qlirect and opm confrontations)
terhadap kekuasaan kolonial, sehingga ia bersama
koleganya harus rela memasuki penjara kolonial pada
tahun 1946. Selama menempati rumah tahanan, praktis
kegiatan-kegiatan pottik Thaha terhenti, meskipun
melalui partai Republik, ia tetap dapat mengajukan
protes kepada Gubernur fenderal Inggris.

Memasuki tahun 195Gan ditengah kesibukannya
sebagai pekerja di Perusahaan Kharthoum, Thaha tidak
berhenti dari aktifitas yang mencerminkan diri sebagai
intelektual sekaligus aktifis politik. Ia tetap meneruskan
kegiatan menu-lis sebagai dosen dan mempertahankan
pendapat-pendapatnya melalui debat publik yang ia
lakukan sampai memasuki tahun'1970 -an.

Namun, perjalanan karir politk Thaha mulai
menghadapi tantangan serius pasca diberlakukannya
Islamisasi oleh rezim Numayri pada bulan September
tahun 1983. Melalui Partai Republik, Thaha dikenal gigih
mengkritik kebijakan ini. Upayanya yang ggih
menentang Islamisasi ini, menyebabkan ia harus
menghadpai tiang ekskusi penguasa Numayri pada
tanggal 18 Januari 1985 dengan tuduhan murtad.

B An,,.' i,r, Trzlrsla tot's Intoduc tion, 2-3.
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Kritik paling tajam yang dilontarkan Thaha
,lilakukannya melabti release pada tanggal 25 Desember
l9&1. Saat itu Mahmoed Thaha bersama dengan para
pemimpin partai Republik mengkritik kebijakan
Islamisasi Numayri (N umtyri's lslamization P olicy) melafui
leaflet. Dalam pemyataannya, Republican menuntut
adanya hukum-hukum baru (neut laos) dan sebuah
jaminan adanya kebebasan sipil d emokrasi (a gwrantiee of
democratic ciuil liberties) di bawah prinsipprinsip dan
proses Islamisasi.te

Ada sisi lain yang dimiliki dan dialami oleh kedua
tokoh Sudan besar di atas. Bahwa keduanya harus
merelakan dirinya menjadi tumbal gagasan-gagasan

pDlitik kebangsaannya, meskipun dengan tingkat odrcfim

aalues yartg berbeda. Turabi harus merelakan dirinya
mendekam dalam penjara akibat mempertahankan
pandangan politiknya dan Thaha, ia iustru mengalami
kenyataan pahit di rrarn ia harus merelakan dirinya
menghadapi eksekusi p€nguasa dengan tuduhan-
hrduhan murtad.

PEMIKIRAN POLITIK DAN KENEGARAAN
I\{AHMOED MOHAMMED THAHA DAN HASSAN
AL.TURABI

Diskursus yang hampir tidak kunjung usai dikalangan
pemikir maupun aktifis-aktifis kontemporer adalah
bagaimana membuat rumusan baku hubungan antara
agama dan negara. Beberapa tema penting yang masuk
dan menjadi bagian utama diskusi relasi agama dan
nr:gara, paling tidak mencakup empat hal pentin& yaitu
hubungan Islam dan Negara, hubungan antara Islam dan

bid
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korutitusi negara, Islam dan sumber konstitusi negara,

serta Islam dengan masyarakat ideal. Berdasar

sistematika tersebut penulis melakukan telaah terhadap
pemikiran politik dan kenegaraan kedua pemikir Sudao
Hasan al-Turabi maupun Mahmced Muhammed Thaha.

Hubungan Islam dan Negara

Konsep hubungan Islam dan negara yang muncul
u'.engemuka selama ini menunjukkan kemajemukan
formulasi yang sangat differensial. Salah satu pandangan
paradigmatik tentang hubungan agama (Islam) dan
negara yang sampai saat ini masih begitu mengerruka
adalah paradigma integralistik.

Berbeda dengan paradigma sekularistik lT

pandangan integralistik banyak disokong oleh kalangan
atau kelompok Islarn fundamentalis. Paradigrna
integralistik sebagaimana dinyatakan oleh al-Maududi
dalam artikelnya "A blue Print of Islamic revolution"
berangkat dari pemahaman bahwa Islam dengan aturan-
atvta prioat semata, melainkan juga berisikan kodifikasi
hukum paling komprehensif, termasuk di dalarmya rule
of state.lE

lTParadigme Sckulcrigtik y.trg EraruEuskan hubrmgm agame
(Isla.n) d.. rcgara dipclolnri olch A-hmed LuthE Sryyi4 lah]l Hugayn,
d.tr AE 'AM d-Raziq, Di .nt r. kctig.nyl .AIr 'Abd d-Ririq diakui
scbegei tokoh pdirg kootrovcrsid scLuletistikay." Ddam kerye
tcrkcrdny+ el-Islem a,. AEd el -Euhn, i^ ncmiliki kcsirp e.o bahwa
risd.h kcn.h,i.! buka[ pcDctiEt.hin den bahvra egdn. buL.r acger2-
Dcagea &mikien, p.rd.trg.n sckul.dstik EeacgBbtlt. .d.sy.
peroirehan hubuogaa ..t r. .glma d2rr ocgar.. Mun.si, S.dzdi, Is,lrrl
d2a t tz Ncgzra, hz,. 1,O; baodingkeo dcng:E AIi .AH .l-Rariq, D,sr.-
D.ser Parrc.iDt.berr, Xzrtaa Khilzfzh den Pemetinahen Dzl n Islarn,
(Y yek.n ; Je0del.,2002).

'r Sayyid Abul .fb al Maududi, tvesr Izcrsus Islaa (Ncw Delhi:
M.rkazi Mal .ba d-lelz,i'Li, 1992), D+2,5-
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Masih dengan paradigma yang sarna, 'Abd al-
Karim Zaydan menggambarkan :

1. Salah satu dari karakteristik shari'ah Islam adalah
cakupannya. Tidak ada satupun dalam kehidupan
yang tidak ada hukumnya dalarn shari'ah Oleh karena
itu, dalam teks-teksnya kita dapati hukum-hukum
ibadah, akhlak, aqidah dan muamalah dalam
maknanya yang luas, yang mencakup pengaturan
hubungan-hubungan perseorangan dengan
sesarnanya, baik secara individual maupun sosial.

2. Selama shari'ah tetap dengan cakupan-cakupan ini,
maka sejak dini kita temukan dalam hukum-hukum
dan kaidah-kaidahnya, segala sesuatu yang
berhubungan dengan neg.ua dan pengaturan
kekuasaan, semisal priruip musyawarah,
tanggungjawab p€nguasa, kewajiban patuh kepada
mereka dalam kebaikao hukum-hukum peperangan,
perdamaian dan perjanjian serta hukum-hukum
lainnya yang berhubungan dengan masalah
kenegaraan. re

' Dengan komprehensifitas yang dimilikinya, maka
antara Islam dan negara mengandaikan hubungan yang
integralistik. Artinya, negara merupakan bagian kecil
dari agama. Oleh karena itu, pandangan integralistik
rnengukuhkan adanya format negara yang diskursus
Islam dikenal dengan negara Islam (drir d-lslim/ slamic

State).

. Hasan al-Turabi memiliki ide besar yang sama
delngan kelompok fundamentalis Islam. Baginya, negara
Islam merupakan satu keharusan sebagai eksperimentasi
bemegara yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

pAH d-trariEr Zrydi^, M.selah l{enegzr.en d2l.m Pzndlngen
Islam lJ^kan I d-Amia Prcrs, 1984), 1-2,



Muhibbin, Pemikimn Politik...

Islam dipandang sebagai jalan hidup yang komprehensif
dan terpadu, meskipun perbedaan antar swasta dan
publik, negara dan masyarakat yang lazim dikenal dalam
korstruksi negara Barat modern belum dilenal dalam
struktur negara Islam. Namun, bagi al-Turabi hal itu
bukan berarti menghilangkan komprehensifitas yang
dimilki oleh Islam. Karena negara hanyalah ekspresi
politik masyarakat Islam. r

Dari sini, Turabi memiliki pandangan ganda
berkaitan dengan Islam dan negara, khususnya tentang
eksperimentasi negara Islaru Dari satu sisr,
eksperimentasi negara Islam mutlak diperlukan bagi
negara Sudan. Hal itu berarti, ia sepakat dengan
Islamisasi sebagai manifestasi eksperimentasi negara
Islam yang dicanangkan oleh Numayri. Namun di pihak
lairu ia memiliki pandangan yang berbeda dengan rezim
penguasa. Baginya pelaksanaan Islamisasi yang
dipaksakan oleh penguasa melalui organisasi negara
harus ditolak. Yang harus dilakukan terlebih dahulu
mengkonskuk masyarakat Islam sebelum melakukan
Islamisai negara.

Sebagaimana dipahami, pandangan negara Islam
yang digagas oleh Hasan al-Turabi sangat terkait dengan
konstalasi politik Sudan saat itu yang sekaligus
menempa&an Turabi sebagai salah satu aktor Politik
nasional terkemuka. Tepatnya sejak diterapkannya
hukum Islam (undang-undang September) oleh Numayri
pada bulan September 1983 melalui Dekrit Presiden.

Secara tipikal, gagasan negara Islam yang
diperjuangkan Turabi tidak serupa dengan rumusan

9l

aE6posito daa Vo\ Tokoh-Tokoh Kunci, hal. 165; Hasaa al-
Turabi, " Ptiaciplee of Govcmancc, Frcedom, aad Responaibility ia
lelan," dalza AncdcznJoumal oflslam Socizl Scicncc' 4' I 0947)' l.
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yang lazim dalam format tradisional, misalnya sistem
khalifah atau rumusan negara Islam yang teoritik
konseptual. Ini yang membedakan Paradigmatik Islam
fundamentalis yang dipegangnya dengan kalangan
fundamentalis lainnya. Al-Mawdtdt, misalnya, masih
memegang teguh konsep khilafah sebagai bagian
perrting dari formulasi negara Islam.a

Begitu iuga, Turabi tidak begitu memperdulikan
gagasan-gagasan yang selama ini dirasakan sangat
teoritik konseptual yang apiori dan asal beda dmgan
pandangan Barat, meskip,un ia iuga menolak gagasan
negara Barat Modem. Bagi Turabi, gagasan ideal negara
Islam bertumpu pada perwujudan keadilan dan
partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Selain itu, juga
menceflninkan prasyarat Islam lain yang lebih spesifik,
seperti dalam konteks ekonomi adanya larangan riba,
monopoli dan perjudian, dalam konteks kehidupan sosial

'1 Kooscp f,halif:h mcrupak o bagi.n pcntiog d.ri aao.i Dcg.r"r

y.ng dig.g.$ olch Abt A'la d-M.edadi. Xlilif.b d.Ln ncg... IsLD
bcnuepu p.d. ay.t 55 Sur.t d-Nur 'd.! AJI.D .c1.f, bcrienii kepada
o.aag-o..Dg y.sg bcriman di antere kaou dar Ecngcri.k D .m.l-aloal
yelg ahdch behwa Dia suDgguh-sugguh ekao mcniediken ocrcka
bcrhrasa di bumi, ecb.g.im.ra Di. tclzh mc{adiken oreag-oaDg yr.C
scbclub mcreka bcrkuese." Ayat tcrscbut neniliki oakae pcating untuk
mi:ruD|lskrn .rti Kh,Jif.L Pcttzrnz, beiwa Ieleo mcagguad<aa konecp
lfiilif.h buk ohb kckuasa.a tcrtilggi Krrrrrl, k h.s..r t ninggi
haay.l.h milik Allah scmeta, schiagge rluruh or.ag y.ng EcEihpio
h.rus EcErprescat sikzn diri scMg.i wrkil yaog M.t. Morgetur, d.n
tiih& dipcrkenaokaa untuk menielarken ru.tu k ku.sar!, kccr!.li y.trg
tcl.h di.rr.hka. kcpadeaya. JGdua, kchraeea. riatut EaEG.iDt.h dunir
dii.aiik2r kcfr.da scluruh uE.t maaueie- A'brl ,{L d-M.wdod, Lor'
R>litik Islaa (l*anz: Mcdia D.t<ure\ 1985), 5S.56. Neorm yeng harus
dic.tat laaEf.h bukanlah pcrscoreogea, kcluarga .t2u kcl.s tcrtentu,
,ocl.idk2.o komudaas scca.a kcseluruh.n yaag ocyaLiai daa ocacrima
Fitsi1rFiarip d.r g.g2sar-g.gz.s.s yeng aclah dk.rirL:n dea bcrscdie
rrcncg.LL.n kckuasaar ry. at.s d.6.r .!,.t di .t.& Abn A1a d-M.$dndr,
Xhilafzh dzn Kcnjean (Banduag: Mizea Prcss, 1998),67.
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adanya pencegahan dini minuman keras dan kerusakan

moral. Dengan kata lain, negara Islam adalah negara

modem yang berorientasi pada perwujudan prinsip
prinsip shari'aih, di mana prinsipprinsip tersebut
diimplementasikan dalam konteks politik, ekonomi,
sosial dan lain-lain yang selarna ini dikenal dalam
rumusan negara modern. Karena, pada dasamya
kesemuanya itu telah dijamin oleh Islam sebelum Barat
sendiri menjarninnnya.z

Dengan kata lain, negara Islam dalam gagasan awal
Turabi tidak mempermasalahkan bentuk negara
sebagaimana yang banyak didengungkan oleh kalangan
fundamenhlis Islam pada umumnya.B Yang terpenting
baginya, bergulir implemenasi prinsipprinsip Islam
tentang keadilan dan persamaan dalam format republik
demokratis modem. Dalam memorandum yang diajukan
kepada rezim Numayri, Ia menyatakan :

"Sistem peraturan dalam (negara) Islam terdiri atas
pondasi bahwa negara adalah wilayaiu rakyat dan

ut 
Espocito daa Vo[ Tokoh-Tokoh Kuaql67.

a 
Sccara ioplieit, Tuabi mcmbcrikzn kritik terhedep aktivitas

muslim y.og o.sih bcrkut.t p.d. diskursus yaag Dcnamp.&kza elplogi
y.ng tcrkes.a .sd bcda- MiBdnya, bcutuk acgara Islz.m itu .&llh
acokr.tis, acaapi tidek eama deogan model tcols.ti yeog sclae. ini
dik.ral dalam tcori ncgara modern. Miadnyr ungkapeq s6cbu.h a.[r.
yarg agak lcbih tcp.. uatuk bentuk Pcocriot b.a Islas ialah keajaan
Alleh yang dilukiekan &lam bahas. Inggds dcagan k^t^ theocrzcr,.
Namuo bcgior, tcokrasi Isla[r rdalah bctbc<ta sck2li deog.n tcokr-.si
yaag tclah dengha6ilkar pcngalamaa yang seog.t pahit uatuk Eropa
deogan satu lepirao taum peodcta, yang mcmiarhlao di.i s.Ea sckeli
dari ralryar banyalg mcnj.l.nkan keku.s.ar yaog ridak rerbetas d2n
memalcak n hukum yang m€rekz buat scodr.i atas nema Tuhea. Jadi,
p.d. hakkctrry. mcm.ks.k n p€ndcw..a diriny. ecrdiri atas mlgat
biasa." Abt A'li .l-Mawdndi, Teori Po tik Islzm 0tk^n: Mcd;a
Dalwah, 19Es), het. 37-38.
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pemerintah, leperti halnya bentuk modemnya.
Mmun demikian, Islam menyusun pondasi moial
dan diharuskan bahwa negara berialan dalam
kerangka keria ini. Hal ini hembuki kebebasan
untuk membangun skuktur yang sesuai dengan
pondasi umum ini, di samping membuka hal--hal
rinci dan sekunder."zr
Cerminan gagasan Turabi mengenai hubungan

Islam dan Negara terlihat jelas pada format konstitusi
Sudan, di mana ia terlibat dalam penyusunan. Konstitusi
Sudan, dalam hal ini cenderung lebih cenderung
mendefinisikan Sudan sebagai negara muslim dari pada
negara Islam. Hanya saja kemudian muncul persoalan
ketika konstitusi 7998 dalam implementasinya
mengharuskan masyarakat muslim yang mayoritas
untuk memberikan perlakuan khusus kepada non
muslim. Dalam konteks inilah, Turabi yang semula tidak
mempersoalkan bentuk negara, mulai menekankan
pe:ntingnya sistem federal. Sistem ini, menurutnya
me:mberikan otonomi luas kepada daerah-daerah untuk
membuat hukum-hukum lokal berdasarkan latar
belakang sosio-kultur masyarakatnya- 5

Di pihak lairy Mahmoed Muhammed Thaha
memiliki pandangan yang relatif berbeda dengan Turabi
mengenai konsep negara Islam. Thaha, sepanjang
pe:rgetahuan penulis, tidak memiliki respeksi terhadap
eksperimentasi negara Islam yang digagas Turabi.
Baginya formulasi negara tidak penting dan mungkin
saja tidak dibutuhkan selama Islam yang sebenarnya
dapat diimplementasikan dalam ruang publik negara.

Pemikiran Thaha dalam soal ini memang sangat
khas. Karena referensi yang dijadikan pijakan tidak

rEsposito dao Voll, Tokoh-Tokoh Kunci,hel" 166,
zttbid., 173.
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sebagaimana yang lazim dirujuk oleh para pemikir
muslim kontemporer mauPun para orientalis. Seperti

diketahui bahwa dalam diskursus agama dan negara,

mereka selalu mengambil referensi periode kedua

kenabian yang lazim dikenal dengan periode Madinah
yang menggunakan Piagam Madinah sebagai pijakan
utama. Dengan kata lairu rumumn tentang agama dan
negara dari beberapa intelektual mengacu pada tradisi
Madinah.2r

Thaha memiliki pandangan berbeda tentang tradisi
kenabian yanS seharusnya digunakan untuk
mengkonstruksi formulasi ideal antara agama dan
neg:ua. Secara mengejutkan, ia mengajukan bahwa
gagasan mengkonstruksi hubungan agama dan negara
dalam bangunan negara modem harus mengikuti badisi
besar Makkah atau periode pertama kenabian Dalam
konteks ini, Mahmoed menyatakan;

... lslam, being the fnnl anil unitsersal religion according
to moslem belieJ was offered frst in tobrant and
egalitariant terms in Mecea, uhere the proper preacfud
equality and indiaidual responsibility between all men
and women without distinction on grounds of race, sex

or social oigin.tt

26 Lihar Yus.rf Mrr"., fdatn Dan Tata Negen(Surabaya: d-Ikhlas
Press, 194); Mrrrr.si. Sldzd;, Islzrn dzn Tatz Negrn {al^d, Ul P:,ess,
1990); Muheomad Ammttzb, Fikr d Muslim al Mmshir (Kiro: Ildtkzz
al-Atuam Li al Turiumah we al Nayr, 1992); Fahmi Huwaidi, Demo,krzsi,
Osiosisi dan Masyztzkzr Mzd2ni (B^nd\ng: I[{izaa, 196). Scdaagkan dad
kalaagaa o.ie6t.lis d.pat diruiuk dalam Himiltotr Alcxand.r Rosekcem
Gibb, Marmaduckc Pickrd dzs Montgomery \van. Uha.. Gibb,
Mohammcdanism zn lliston'c2t Survcy (Oxford : Oxford Udversity,
1949); Pickthd, Thc Meaaiog o{ The cladous Ku?en (Ncw York New
York Prcss, 1953); Va1t, f 2mic PoUtical Thought (Eidcabtrgl
Eidenburg Press, 1968).

z7Ann.'im, Translator's Introductioo, 21.
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Oleh karena itu, Thaha dengan egas menolak
pemberlakuan Islamisasi neg.ra Sudan yang
dicanangkan oleh Numayri melalui pemberlakuan
Unclang-Undang September dianggap telah menegasikan
prinsipprinsip umum yang mengandaikan cita-cita ideal
Islam. Thaha justeru mengajukan dasardasar Islam
(lslamic Basics\ untuk kepentingan-kepentingan
konrtitusional sekularisme (the constitutioflal beneft ol
secalaism), rneskipun tetap dalam kerangka menguatkan
orientasi keagamaan (strongly religious oientation)
Islam. z8

Kepentingan-kepentingan konstitusional sekular,
yang dirnaksud dalam gagasan Thaha ialah pemberian
hak-hak politik yang sama di antaranya seluruh warga
negara Sudan, tanpa memandang agama (muslim dan
non muslim), ras, suku, perbedaan gender dan bahkan
teritorial Sudan (wilayah utara atau selatan).

Bagi Thaha, konstitusi Islam harus bemuansakan
watak dasar Islam, yaitu sebagai agama yang sangat
mendukung hak-hak kebebasan individu, baik dalam
piTute space maupun public space. Pengukuhan terhadap
hak-hak kebebasan individu diwujudkan pada
pengakuan kebutuhan-kebutuhan Perseorangan
terh;rdap kebebasan mutlak (fhe needs of indiaidual for
absolute freedom) dihadapan kebutuhan-kebutuhan
kelompok terhadap keadilan sosial secara total (the needs

of the indil,iLlual Ireedom with the needs of the conmunity for
total social justice).

Kebebasan individu dalam Islam menunjuk atas
kebebasan mutlak dalam esensi manusia, jenis dan
levelnva. Hal ini berarti, negara harus menjamin setiap

,8tbid.,27 - 28.
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individu memiliki hak untuk memperoleh kebebasan
tanpa mempertimbangkan agama atalu rasnya (regardless

religion or race).Jika kebebasan tersebut dihadapkan pada
kepentingan yang lebih luas, maka kebebasan hanya bisa
dibatasi cleh hukrrm-hukum yang sccara konsirten
dibakukan dalam konstitusi. Namuru pembatasan yang
dimaksud harus mampu mengkonsolidasikan
kebutuhan-kebutuhan yang lebih iuas terhadap keadilan
sosial (coptble of reconsiliation the needs of the community for
srcial justice) dengan kebutuhan-kebutuhan perseorangan
berkaitan kebebasan individu yang mutlak (the neeils of
indiuidual for absolute inilioidual free dom).z

Alasannya ialah bahwa di dalam Islam tidak
dikenal adanya pengorbanan individu (soctife the
indioiduat) demi kelompok yang lebi luas/mayoritas (thr
sake tlu community), atau sebaliknya (Tfu sacnfe the
conmunity for the salce of indittiiluat). Namun yang ada
justru keseimbangan hubungan Qroper balance) anaru
individu dan mayoritas. Dari sini, negara harus
mengimplementasikan dalam satu sistem atau seluruh
level kebijakan yang mengakomodasi dua kepentingan
sekaligus secara proporsional.:o

Gagasan di atas menggambarkan kepentingan-
kepentingan konstitusional sekular Thaha. Bahwa, dalam
konteks negara, domain mayoritas (Islam) tidak harus
dieksperimentasi dengan menegasikan hak-hak sipil
komunitas-komunitas non muslim. Masyarakat non
muslim Sudan, mis:ilnya, harus diakui agama maupun
budaya mereka, meskipun pengakuan tersebut harus
tetap dalam kerangka spirit Islam.

'"'l.ta ln s".rr4 u - es.

r Ibid-
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Islam dan Konstitusi Negara

S"p""ti diuraikan di depan, Hasan al-Turabi
mengidealkan formalisasi negara Islanr nrelalui
pembentukan masyarakat Islam. Agar gagasan negara
Islam dimakud dapat terealisasi secara maksimal,
cliperlukan aturan normatif atau yang Jikenal dengan
konstitusi Islarn Ia menekankan bahwa pilihan konstitusi
Islam dipandang sebagai awal suatu proses Islamisasi
yang progresif dan dmgan demikian hal-hal rinci dapat
dicoba seiring bergantinya waktu.31

Terhadap penerapan Konstitusi Islam melalui
dekrit preside4 Turabi memberikan dukungannya.
Kendati demikian, ia juga menyampaikan kritiknya atas
konstitusi tersebut dmgan menyebutnya disusun secara

tergesa-gesa dan serampangan di mana mungkin saja

sebagai akibat langsung dari "alasan-alasan politik,"3'z
Disebut demikian, karena menurut Turabi
konseptualisasi konstitusi Islam harus memiliki cakupan-
cakupan penting sebagai berikut ss

Potama, konstitusi Islam harus memuat adanya
pembaharuan berkelanjutan yang harus selalu
memperhatikan kondisi sejarah dan terus menerus
dlsesuaikan. Ini ditunjukkan dalam konstitusi baru yang
menyatakary "Atas Nama Tuhan... Kami Rakyat, dengan
pertolongan Tuhan, dengan mempertimbangkan hal-hal
sejirrah, dan dengan dorongan National Saloation

rrE6po€ito d.oVoU Tokoh-Tokoh Ktmci, 156.
,Ibid", 157; Hesean al-Tuabi, el-Hztzkzh, 4.
lAl-Turabi mcmang tidak mcailiki koaccp baku teatang

ko&fitusi IaLm Idcal Namuo, nt!!usa! tentaog rumus:ur-rumuaa!!
koneeptual kotrstitwi klam dd.m pan&ngas Tur.bi &p.t dilihat d.ri
pcmb.kuaa Ua&ng-undang Baru 1998, di mane dalam perumus.n
tonrtitu6i tcrscbu. praktis sangat diwernei oleh konstruksi pcmiki..n
Turabi.
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r.Es[rosito danVo[ Toko[-Tokoh Kunci 172 lni bcrarti, Turabi
mc rpertcg$ dirinya acbagri orang Islam tulca, di mana apapun eclain
eumber otcatik Islaa (dQu/en &o H.dfu) addat bersifat profan'
tcrmasuk konstitu8i Eckalipun, B.giDyq "Uadang-Undang I6lam darn

konceosua lcgirletif r.&yat ddgan rcfcr.dduD, kotrrtitusi .tau ad.8
istiadat yang mcrupakan sumbcr Undang-Undang t€tep mungl{rn
diamandement."

Reoolution (Revolusi Penyelamatan Nasional) yang tetaP
berkembang, menyebarkan konstitusi ini untuk diri kami
sendiri."s

Kedaa, konstitusi Islam tetap memberikan prioritas
kepada muslim dari pada negara Islam itu sendiri,
meskipun tetap tidak menafkan ketetapan-ketetapan
spesifik Islam. Spesifikasi Islam paling tidak, menunjuk
pada pengakomodasian beberapa ketetapan penting.

Ketetapan pertona, meskipun negara mengakui
adanya kemajemukan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari konstruksi ration-state buililing, trhpi
Islam dan muslim harus tetap diprioritaskan. Bahwa,
"Negara Sudan adalah tanah air yang terpadu, di
dalamnya tas, budaya dan agama-agama berkoalisi.
Islam adalah agama mayoritas penduduk. Kristen dan
aliran-aliran kepercayaan memiliki pengikut cukup
besar.

Ketetapan kedua, meskipun negara menempatkan
Islam dan muslim yang secara eksplisit harus
dicantumkan dalam konstitusi, tetapi Turabi memberikan
batasan lebih lanjut. Bahwa, konstitusi harus melingkupi
ketetapan di mana mayoritas muslim harus mampu
memberlakukan secnra khusus kepada non Islam.
Misatnya, adanya ketetapan hukuman yang ditentukan
oleh shari'ah kaitannya dengan kasus penorriary
misalnya tidak harus ditetapkan kepada seluruh wilayah
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negara, baik utara maupun bagian selatan Sudan. Dari
sini, Turabi mengukuhkan keharusan untuk menerapkan
sistem pemerintahan federal. Dalam ulasan lebih jauh
dapat dinyatakan.

Efektifitas sejunrlah UnCang-undang akan
dipengaruhi oleh pembatasan-pembatasan teritorial
dr:ngan mempertimbangkan kelaziman agama atau
budaya tertentu dalam wilayah itu yang berbeda dengan
agama yang dominan di negara tersebut secara
keseluruhan. Dalam hal ini peraturan-peratuan lokal
yamg eksklusif dapat dibuat di wilayah tersebut
berdasarkan nrandat mayoritas daerah sehingga
ke kuasaan legislatif wilayah yang secara dominan dihuni
ol,:h non muslim dapat mengambil pengecualian
ter.hadap pelaksanaan umum undang-undang nasional,
berkenaan dengan peraturan-peraturan kriminal atau
hu.kuman yang diambil langsung dan murni dan naskah
dalam shari'ah yang berbeda dengan budaya lokal. $

Kefrga, konstitusi Islam harus secara eksPlisit
memuat rumusan-rumusan yang lazim dalam konstruksi
negara Islam. Misalnya, ia harus memuat secara khusus
pencegahan riba, kontrol negara terhadap penarikan
zaka! pembayaran amal jariyah yang merupakan
prasyarat bagi muslim, dan memuat adanya instruksi
yang memuat bahwa negara harus berusaha derrgan
undang-undang dan kebijakan direktif untuk
membersihkan masyarakat dari minuman keras di antara
muslim. Kesemuanya itu diarahkan menggapai
keimanan dalam pemerintahan negara, di mana "mereka
atas nama negara dan kehidupan publik harus
menunjukkan dedikasi terhadap ibadahnya kepada

ri E6posiro detrVoll, Tokoh-Tokoh .Kun4173.
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Tuhan, di dalamnya muslim berpegang pada kitab dan
hadi+ dan semuanya harus memantapkan motivasi
agarna dan memberikan penghatgaan terhadap semangat
semacam itu dalam r€ncana, undang-undang kebijakan
dan usaha resmi di bidang politik, ekonomi, sosial dan
budaya guna membawa kehidupan publik mencapai
tujuannya dan membawa mereka menuju keadilan dan
kebenaran diarahkan menuju perlindungan Tuhan di
alam Baka nanti. :t

Keempat, konstitusi Islam harus iuga memuat
rumusan konsultasi atau peunusyawaratan dalam
keseluruhan proses politik negara dalam hal-hal yang
berhubungan dengan kewajiban-kewajiban warga negara
dan dalam sumpah yang diucapkan oleh seluruh pejabat
publik.:a

Kelima, konstitusi Islam juga harus berisikan
tentang kedaulatan Tuhan sebagai ciri khusus yang
dimilki oleh konskuksi negara Islam untuk menciptakan
tatanan yang demokratis dan persoalan-persoalan
populer negara. Lebih jelasnya, konstitusi harus
menggambarkan "Supremasi di dalam negara adalah
untuk Tuhan pencipta manusia dan kedaulatan adalah
untuk rakyat yang melaksanakan kedaulatan sebagai
ibadah kepada Tuhao melahfukan keimanan,
membangun negara dan menyebarkan keadilan,
kebebasan dan konsultasi publik.s

Di sisi lairu Mahmoed Thaln memiliki pandangan
berbeda dengan Hassan al-Turabi tentang konstitusi
Islam Sudan yang diperlakukan Numayri pada bulan

x lbid-,174.

" rbid-,774 - 17s.

'" Ibid., 1?5.
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Iieptember 1983. Penolakan cukup keras tentang gagasan
eksperimentasi negara melalui konstituionalisasi Islam
:nampak dalam pernyataan tertulisnya yang
dipublikasikan melalui Republikan.

Pernyataan Mahmoed da:r Republikan adalah
sebagai berikut :

Kami, Partai Republik, memiliki semangat
kehidupan untuk mempromosikan dan melindungi dua
tuiuan yang mulia, yaitu Islam dan Sudan. Sampai saat
ini, karni memp,ropagandakan Islam dalam level xientifk
untu-k menyelesaikan problem-problem kehidupan
modem. Kami juga berketetapan untuk melinddungi
nilai-nilai moral tertinggi dan etika-etika yang murni
yang telah digariskan oleh Tuhan kepada masyarakat
(rakyat Sudan), yang dengan cara itu mereka dapat
menjadi hansmiter Islam untuk kemanusiaan modem,
yang tidak ada penyelamatan maupun kemuliaan dapat
diterima (tanpa) melalui agama ini (Islam). Hukum-
hukum September 1983 (yaitu, serangkaian Undang-
Undang yang dituniulan memaksakan hukum shari'ah
di Sudan) telah merusak Islam di mata kaum terpelaiar
dari berbagai lapisan masyarakat dan di mata dunia. Ia
juga telah menurunkan martabat bangsa kita. Hukum-
hukum tersebut telah melanggar shan'ah dan melanggar
kedirian agama. Mereka mengajukan, misalnya,
pemotongan tangan bagi seorang yang mencuri milik
umum, meskipun ftaI itu) sesuai dengan shari'ah yang
berkenaan dengan hukuman (ta'zir') dan bukan sebagai
hukuman khusus (fodd). Mereka iuga telah menghina
dan menistakan rakyat (dalam negara Sudan ini) yang
memiliki pandangan bahwa tidak ada hukum-hukum
yang mempersilahkan (pemakaian) pedang dan cambuk,
karena (bagaimanapun) mereka adalah rakyat yang

Justitla lslamica. Vol.1/No. 1/Jan-Juni 2004
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memiliki kepatutan atas seluruh hak yang harus
diterima dan dipenuhi. Lebih dari itu, penegakan
hukuman-hukuman yang bersifat khusus (ftudad dan
qishas) yang mengandaikan derajat pendidil.an individu
dan keadilan sosial adalah omcng kosong saat ini.

Hukum-hukum tersebut telah nrembahayakan
kesatuan negara dan memecah belah rakyat di utara
maupun di selatan (negara Sudan) oleh provokasi
sensivitas keagarraan, yang itu menjadi salah satu
faktor-faktor fundamental yang semakin membuat lebih
buruk problem selatan (yaitu, konflik dan pelang sipil
non muslim selatan (Sudan). O.ang Islam di bawah
shari'ah pelindung non muslim di bawah bayang-bayang
pedang dan pajak (secara respektif dihubungkan dengan
ayat bahwa muslim menggunakan senjata untuk
menyebarkan Islam dan pembebanan/kewajiban
membayar pajak sebagai perwuju dan penundukan
Kristen dan Yahudi Q5. 9:5 d,an 29. Mereka tidak
memiliki hak yang setara. Dan itu tidak cukup bagi
seorang warga negara berkaitan dengan kesetaraan total
dihadapan seluruh warga negara lain. Hak-hak warga
negara selatan dalam negara mereka tidak dipenuhi
dalam shari'ah, apalagi Islam dalam level alQur'an yang
fundamental, yang tentu saja, Sunnah.3e

Kutipan panjang di atas, menunjukkan bahwa
argumen-argumen Thaha berkaitan dengan konstitui
Islam searah dengan penolakan terhadap model
eksperimentasi negara Islam di atas. Selain itu, Thaha
juga menggunakan .lrgumen-.rgumen empirik tentang
kenyataan konflik yang tidak pernah selesai di Sudan

,Ditcricm.htarr d.ri Abdullh Ahmcd Anna'im, 'Tt.nsltofg
Ioroductioa," ddam Mahrnoed Mohammcd T}lzh4 Ihc Second
Mesegc,10 -12-
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Selatan. Bahwa, penerapan konstitusi Islam ala Numayri
justru telah menjadi salah satu pe nyebab ubma (one of the
primary causes) munculnya kembali perang sipil, di mana
sebelumnya selama sepuluh tahun kedamaian (peace) dan
stabilitas (stability) telah terjaga relatif mapan di Sudan
Selatan. 40

MenurutThaha, Konstitusi Islam ala Numayri telah
memangkas hak-hak sipil dan politik (&e cioil arul

political ight). Hal ini karena, rumusan-rumusan
konstitusionalnya nrenunjukkan secara ekstensif bahwa
dalam prakEknya telah memberi kekuasaan tidak
terbatas kepada penguasa (unlimiteil powos of the rulues).
Alasannya, konstitusi Numayri telah mengkombinasikan
keluasaan tertinggi Pemerintah, parlemen dan kejaksaan
agong (ultimate exeantioe, judicial and legislatioe pouers)
yang tidak dapat dikontsol. Kondisi ini akan
menciptakan sulitnya oposisi politik legal (legal political
opposition) dan tatanan transformasi kekuasaan. a1

Sumber-Sumber Konstitusi Negara

Selcagai orang yang grgih dikenal mewujudkan
eksperimentasi negara Islam Sudan, Hasan al-Turabi
dikenal sebagai orang yang sulit melakukan kompromi
dengan Barat. Dalam kaitan dengan sumber-sumber
konstitusi misalnya, Turabi menolak keras gagasan-
gagasan yang sifatnya impor dari BaraL Ia menegaskan
bahwa dalam upaya merumuskan konstitusi yang lebih
baik "tidak perlu Undang-undang positif yang diimpor

oBandingkaa &ag.n, Muh.Errr.d Um.r B$hir, ahe Southcn
Sud.4 B2ckgound to Conllict (I-oodoa: C. Hurst .od Co., 1968);
Mnhammad Umar B^sbiq,Zhc Southed, Sndzn: From Conllict to Peacc
(Ncw York: Bance and Nobel1975).

.r ADn 'im, Trznslatolrs Introduction,zT,
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karena Undang-Undang Islam telah seiak lama
memberikan dasar bagi realisasi keadilan dan pondasi
bagi sistem negara yang efektif.e

l€bih dari itu Turabi dikenal gigih menolak
pembaratan (westernisasi) sebagai alternatif solusi
menutup kesenjangan antara kenyataau sejarah yang
terjadi dengan model ideal Islarr- Bagi Turabi, "aktifitas
Islam harus berhati-hati dengan 

"ikap mencari
perlindungan terhadap budaya Barat liberal yang harus
dilestarikan dengan berbagai akomodasi. Konservasi
merupakan usaha yang sia-sia... akti8tas muslim tidak
boleh meninggalkan masyarakat mereka di dalam
kekuasaan yang menganjurkan fEmbaratan yang
mengeksploitasi pentingnya reformasi untuk meruskan
bentuk masyarakat ...."r:

Peneguhan Islam sebagai satu-satunya sumber juga
dikukuhkan oleh Thaha, apalagi di Engah tatanan dunia
yang sedang ambruk karena ketidakmampuan ideologi-
ideologi global. Dalam hal ini ia menyatakan,

... the uhole of humanity toilay is an ideological
wilderness, tuith western ciuililation lost arul bankntpt,
and with issue of ilanooazy, socialism and indioidual

lreedom persislmly demanding anfl)er. Yet there is no

anfl)er except through the cross fertiliation of westem
ciailation, or to be precise, uestem mdeial proSr$s,
with a nmt spiit, namely, thc spifi of lslam. lslam
awear to be only iileology capability of resobing the

r2Pcdeg.san iai ecbagaimeae dirumust r 6d i Thc N2tion.l
Cornittc fo, Tb fdemic Constitution d 26'Mu&.kkit.h an d-Du8tur
al-Islami al- Kemil li Juhhurilyah: al Sudaa" ecbueh ocmorandum yang
scmn epcei6k dikonscnt asikan uaruk mcnrmuskaa konstitwi Islam
yarg sempuma bagi ocgata Sudaa.

.r Esposito das Johrr O.Yol5 Tokoh-Tokoh Kaci,l63.
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eristing conflict bettoeen the indiaidual ang conmunity
and. bekoeen the indioidual and unh;erse. .." u

Penolakan terhadap teori-teori konstitusi Barat
Modem, membawa satu pandangan penting dari kedua
tokoh tersebut. Bahwa untuk merumuskan konstitusi
baru yang mengandaikan cita-cih ideal Isl:tm dapat
mengambil dari sumber-sumber langsung melalui
penelususran syariat yang telah terkodifikasikan. Bagi
Turabi sumber-sumber konstitusi Islam yang reformis
dan efuktil harus dibangun dari sumber-sumber otentik
Islam, bukan asal mencomot pobngan-potongan sccara
parsial konstitusi asing, melalui perumusan kembali fiqh
(aktivitas manusia) dan implementasi shari'ah (wahyu
Tuhan).

Turabi menolak pengambilan sumber-sumber
konstitusi dengan cara pandang tradisional korservatif
terhadap fiqh. Pengambilan sumber fundamental
dipertimbangkan secara abstrak, mengandaikan diskusi
spekulatif yang justru sama sekali tidak menghasilkan
produk-produk fiqh yang relevan dengan konsdtusi
ideal, bahkan hanya akan menghasilkan kontsoversi yang
tak kunjung usai. Tradisi ini jelas tidak akan dapat
mLemenuhi kebutuhan negara modern Sudan dan tidak
akan memadai untuk kebutuhan-kebutuhan konstitusi
modem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-
pendekatan baru yang memungkinkan fiqh menjadi
strmber efektif konstitusi Islam. Pendekatan yang
dimalsud adalah .memadukan rumusan-rumusan fiqh
yang telah terkodifikasi dan terbakukan dalam literatur-
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literatur tradisioanl dengan ilmu-ilmu modern melalui
eksperimentasi dan observasi yang ketat 6

Selanjukrya, Turabi iuga mengajukan pandangan
mengenai shan'ah sebagai bagian penting sumber
konstitusi Islam. Shan'ah dapat dipakai sebagai sumber
konstitusi melalui rekonstruksi terhadap pendekatan-
pendekatan analo$ (qiyns) yang selarrra ini telah
dipersempit, sehingga yang berujud hanyalah penalaran
shad'ah secara spesifik dan baku. Rekonstruksi yang
dimaksud oleh Turabi adalah penggantian qiyas yang
terbatas dengan analisi analogis atas sumber-sumber
fundamental yang baru dan luas.6

Di sisi lairu Mahmoed Mohamed Thaha juga
memiliki pandangan sama dengan Turabi dalam
kaitannya dengan shari'ah sebagai sumber otentik
konstitusi Islam. Dengan penekanan yang agak berbeda,
Thaha menilai pentingnya melakukan pembongkaran
terhadap konstruksi shan'ah masa lalu yang sudah
tidak mungkin lagi dijadikan sebagai sumber konstitusi.
Paling tidak, shari'ah (dalam pengertian formula
ortodoksi) telah menciptakan diskriminasi dalam
berbagai segmen kehidupan manusia modern. Misainya,
diskriminasi terhadap eksistensi laki-laki dan perempuan
(grourc of sex) iuga antara muslim dan non muslim (t}e
grouttils of religion). a7

.5 Eeposito dan John O . \oll, Tokoh-Tokoh lfinci, 154.
{ Ibid.,155.
.? Ann.'im, ' Translation's Intoductiot4" h . D-

t07

Islam dan Masyarakat Ideal.

Gagasan masyarakat ideal dalam ruang publik kurang
menjadi perhatian serius Turabi. Kenyataan ini sangat
dimungkinkan, karena posisi Turabi yang dikenal
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sebagai elit penguasa Sudan dalam berbagai Perintahan
rezim Sudan yang berbeda. |abatan-jabatan publik yang
disandangnya menuntut dirinya untuk mcnyelesaikan
krisis-krisis kelembagaan pemerintahan, baik krisis
pr.rlitik, kontit'.rsi rurupun konflik dan perang sipil di
Sudan. Karenanya, rumusan-mmusan korLseptualn)'a
lebih banyak berbicara tentang negara daripada berkaitan
derngan masyarakat

l,ain halnya peran-peran yang dimainkan oleh
Thaha yang lebih banyak memposisikan dirinya sebagai
o[)osan yang sangat kritis terhadap rezim-rezim Sudan
ya.ng berkuasa. Ini sebagai manifestasi dari peran-peran
sebagai kelompok penekan yang berada di luar negara.
OLeh karena itu, Thaha memiliki pandangan-pandangan
yang cukup komprehmsif tentang Islam dan masyarakat
ideal dari pada rumusan negara ideal.

Thaha merumuskan konsep terkenal dan
kontroversial tentang Islam dan masyarakat ideal,
melalui "tfte Gnd Society"nya. Secara garis besar,
masyarakat ideal (rhu gooil society) ditandai oleh adanya
persamaan dalam kehidupan ekonomi (economy equality)
atau sosialisme, yang ditunjukkan oleh adanya
pembagian kesejahteraan (the shaing of unalth). Dalam
kc,nteks politik, masyarakat ideal dimanifestasikan oleh
ad anya persamaan partisipasi politik (polifrcal equqlity)
atru demokrasi di mana terdapat partisipasi dalam
keputusan-keputusan politik dan kelanjutannya dalam
kehidupan sehari-hari (shaing in political decikons which
afJ:ect daily life), seta persrvran sosial (social equility),
terwujudnya keadilan masyarakat berdasarkan karakter



M uh ibbi n, Pemiki ran Pol itik. 109

moral dan intelectual yang dirnilikinya (their intelectual

and moral character). *
Dalarn pandangan lebih jauh, persamaan dalam

bidang ekonomi sosialis sebagai manifestasi
perekonomian masyarakat ideal dalam pandangan Thaha
berangkat dari tesis bahwa Islam adalah demokratis dan
insya Allah Sosialis. Tesis ini berangkat dari "scientific
socialism" yang menuniukkan bahwa sosialisme
dibentuk oleh dua prinsip dasar. Pertama, peningkatan
produksi (ircreaxil yotluction) dari beberapa sumber,
seperti mineral, agricultur, kesehatan hewan, industri
dari hasil rekayasa pengetahuan dan teknologi. IGdaa,
distribusi yang seimbang (equitabb ilistribufioz), ternrasuk
di dalamnya berkaitan dengan upah maksimum atau
minimum yang harus diterima sebagai pendapatan
rutin.ae

Kesamaan partisipasi pllitlk @olitical equity)
ditunjukkan oleh adanya ciri-ciri khusus. Pertamt,
pengakuan persama:rn mendasar di antara seluruh
perseorangan yan g ad,a (recognition of basic equility betuteen

all. indioiduals). Kedua, nilai individu sebagai yang
terpenting dalam negara (the z,talue of the individual as

abooe that of state\. ktiga, adanya aturan main (the ruk of
law) yang 1elas. Keempay selalu mengedepankan nalar
(reason), pengalaman (expeience\ dan rekayasa
(experimmt). Kelima, Etdapat aturan mayoritas yang
sepenuhnya memperhatikan hak-hak minoritas (the rule
of najong, ruith utmost resryct for nght of the minoity).
Kemam, metode demokratis dan prosedur-prosedur yang
digunalan untuk menghasilkan obyektifitas (th"

as Tlrahz., 77te Second Massage,153.
re Ibid., 157.
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demooatic methode anil prosedures used. to achietse

obiektiaes) .so

Sedangkao persama:rn sosial ditunjukkan dengan
tidak adanya diskrimanasi dalam seluruh tatanan
rnasyarakat tidak adanya penghisapan keadilan f sfice
exploitatiotl) dan penindasan (freeilom oppression).

Persamaan masyarakat, dengan demikian, adalah sebuah
tataEmn yang iuga tidak mengedepankan dsikriminasi
atas dasar kelahiran (birth), rus (race), warna kulit (colwr),
kepercayaan (/afift) dan seks (ser). st

PENUTI,JP

Hasan al-Turabi rurupun Mahmoed Muhamed Thaha
&kenal memiliki spesifikasi yang masing-masing
berbeda-beda, meskipun memiliki latar belakang yang
sama, tidak hanya sebagai intelektual mumi melainkan
juga sebagai intelektual organik dan bahkan aktifitas
politik dominan di Sudan.

Hasan al-Turabi lebih dikenal sebagai tokoh yang
tidak hanya memimpikan perubahan-perubahan penting
di Sudan dengan jalan konfrontatif, meskipun pada saat
tertentu menampilkan watak radikalismenya. Namun ia
lebih suka mengambil jalur-jalur kekuasaan dengan
masuk langsung ke dalam struktur pemerintahan Sudan.
Peran-peran struktural ini, menempatkan dirinya sebagai
tokoh designer Sudan yang visioner dan konseptual.

Sebalil,crya, Mahmoed Muhammed Thaha
rnenampilkan dirinya selalu mengambil jarak dengan
k:kuasaan, reaktif dan radikal dalam mensikapi setiap
k:bijakan rezim Sudan. Ini lebih dikarenakan posisinya

50 lbid-, 159.
n Ibid-, 162.
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sebagai ketua partai oposisi yang cukup berpengaruh di
Sudan.

Temuan lain, yang dapat dicatat dari kedua tokoh
utama Sudan adalah berkaitan dengan eksperimentasi
negara Islam, Bagi Turabi, eksperimentasi negara islam
menjadi ke,riscayaan dan bahkan keharusan. Ini yang
membuat Turabi dalam mensikapi kebijakan Islamisasi
terkesan kompromistik terhadap rezim Numayri.

Sebaliknya, dengan mengambil referensi kenabian
Muhammad di Makkah, Thaha secara radikal menolak
segala bentuk Islamisasi negara karena justru hanya
akan melahirkan pemangkasan terhadap hak-hak warga
neg.ua yang pluralis. Pemberlakuan Islamisasi,
bagaimanapun juga, hanya akan melahirkan konflik yang
berkepanjangan sehingga gagasan negara ideal Sudan
yang diimpikan hanyalah omong kosong belaka.
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